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REDISTRIRYISI GURI) MATA PEIATARAN

UNTUK OPTIMALISASI KINERJA GURU
BERSERTIFIKAT PENDIDIK

Ernawaii, Jurusan Geografi, Fakultas limu Sesial, Universitas Negeri Padang

7 R, B

S fe N B el

P |
TR TA T

ABSTRACT

Receiving the allowance of certification is the dream Jor every teacher, because in reality the additional revenues o f alfowances
teacher certification can improve the welfare of teachers sigrificantly. Bur it is not necessarily to improve the quality of
learning, this is due to the many problems encountered teachers in meeting the requirements o be able 1o

receive the benefiis such certification. This is an absolute requirement to be met by teachers including to fulfill of the meeting
of teaching and learning at least 24 hours in q week. In addition, teachers also have an obligation to Prepare a learning device,

a daily assessment format, correcting assignments and daily tests students. The Jact that not all teachers who have passed the
certification process can receive these benefits for a variety of problems found in the Sleld, including the number of teaching

and learning hours in schools are inadequate. so that teachers seci additional teaching hours in others schools, even 30 jan

dSSESSMERL IS nol @ priority anymore. The soiution ojjered 1 tiis probiem is; f. fhe HAPPIng of the distribution jor tie subject
teachers, 2. Scormgm'eighting on the activities of the learning support leachers, for teachers must make daily performance
reports, which will be validated by principals and Supervisors as a material for assessing teacher performance. Policies are
offered: I. Redistribution subject teachers, 2. Recognition and weighting of teacher performance

Keywords: Redistribution, performance teacher, educator certificate.

meninglatkan kualitas pembelajaran, hal ini diseboblan banyalorva permasaiahan yang ditemui para guru dalam memenuhi
persyaratan untuk dapai menerima funjangan seriififasi fersebut. Persyaratan mutla yang harus dipenubi oleh gury
dicntoramvo lerpenuhinva pelalsanom beban mengatar 24 jomimingou. Selain ity gury jugn mempunvai kewaiban imtulk

mempersiapkan perangkat pembelajaran, format penileion harian, mengorefsi tugas dan ulangem havian siswa, Kenyataonnya

Yang menunjang pembelajaran, untul; it )
sekolah dan pengawas sebagai bahan penilain kinerja guru. Kebijakan yang ditawarkan : 1. Redistribusi gurumata pelajaran,
2. Pengaluan dan pembobotan kinerja guru.

Kata kunci : Redistribusi, kinerja guru, sertifikat pendidik.

1. PENDAHULUAN kependidikan sebagai pendidik bagi pata peserta

didiknya.

Tugjuan  pendidikan  nasional adalah ) .
“mengembangkan potensi peserta didik agar Sesuai  dengan Undang-Undang  Republik
menjadi manusia yang berimandanbertakwakepada Indonesia Nomor 14 Tahun 2005: Guru ad.ai_ah
Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, pendidik profesim?a_l dengan tugas utama mendidik,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
negara yang demokiatis sorta bortanggmg jawah” menilzl, don mengavaluasi peserts digil pada
(Uidané-Uﬁda_ng Nomor 20 tahun 2003, Pasal 3). pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah banyak upaya pendidikan  dasar, dan pendidikan menengah”.
yang telah dilakukan pemerintzh.  salah  saty Sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan
.diz;taranya dengan menyediakan guru — gury sertifikat pendidik. Kedudukan guru sebagai tenaga

D‘.—gfasi Qﬂi yan g dﬁ'ﬁ'.z-r m: 31 2 o f1 ngas pr Ofesi O‘I]a] im beffuﬂgsl unmk meﬂl ngka-tkaﬂ

(5 3
o0



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) Vil Tahun2016 *

Sl
A 4

martabat dan peran guru sebagai agen pembel ajaran
untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional agar
melaksanakan sistem pendidikan nasional dan
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagi guru yang telah memiliki  sertifikat
pendidik diberikan tunj angan profesional sebanyak
satu bulan gaji dengan maksud untuk meningkatkan
rairsh Leria dan kaceishtaraam haoi ovrn Tialam
kenyataannya di lapangan, tidak semua guru yang
telah memiliki sertifikat pendidik dapat menerima
tunjangan profesioanal tersebut karena tidak dapat
memenuhi persyaratan jam mengajar yaitu 24 jam
tatap muka/minggu. Aturan ini tercantum pada
Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang curu dan
dosen pasal 35 ayat 2 yaitw: “Beban kerja guru
adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat)
Jjam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat
puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu”.
Tidak semua sekolah dapat menyediakan jam yang
cukup bagi semua guru yang telah bersertifikat
pondidik unmk monggar sehanyak 24 jamimingea
akibatnya para guru tersebut terpaksa mencari jam
tambahan ke sekolah lain yang jaraknya sangat
variatif, bahkan sebagian guru menambah jam
mengajar mencapai jarak 30 km dar sekolah
asalnya.

Akibatnya, curahan fikiran dan waktu yang
tersedia lebih banyak dihabiskan untuk pemenuhan
jam mengajar saja, sehingga guru tidak lagi
berkesempatan untuk memikirkan dan mencurahkan
waktu  untuk mempersiapkan  perencanan
pembelajaran, mendalami dan memperbann materi
ajar, media pemibelajaran, dan melakukan cvaluasi

terhadap hasil pembelajaran.

Kurang tersedianya jam mengajar yang cukup
bagi para guru di sekolah asalnya, disebabkan juga
oleh tidak meratanya penyebaran guwru mata
pelajaran pada masing- masing sekolah. Ada sekolah
yang memiliki guru mata pelajaran tertentu dengan
Jumlah guru yang telah melampaui batas kebutuhan,
sementara sebaliknya ada sekolah yang kekurangan
bahkan tidak memiliki guru untuk mata pelajaran
tertentu. Selain itu, sebagian kepala sekolah atau
Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten tidak mengakui
schagian fugas ambahian yang yang dikcijakan guru
sebagai pengganti atau pemenuhan jam mengajar
bagi guru, akibatya banyak guru yang tidak dapat
dibayarkan tunjangan profesionalnya. Schingga
twuan pemberian  sertifikat pendidik  untuk
meningkatkan kesejahteraan guru tidak dapat
dicapai. Karena itu perlu dilakukan pemetaan
kembali terhadap distribusi, kemudian dilakukan
pendistribusian  ulang/redistribusi guru  mata

clajaran, sehingga implementasi pensejahteraan
guru unfuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan
pencapaian twuan pendidikan nasional dapat di
dngudkan dengan baik Berdasarkan latar belakang

= T
N
A

pemikiran di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas pada tulisan ini adalah :Bagaimana distribusi
guru bersertifikat pendidik pada masmng-masing
sekolah?, dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan
untuk meningkatkan kinerja guru bersertifikat
pendidik?

2. Pembahasan
21 Dictribne o Rersartifikat Pendidik di SMAN

Kota Padang

Keseimbangan distribusi guru bersertifikat
pendidik/guru profesional pada setiap sekolah
akan memberikan kontribysi yang signifikan
terhadap  kualitas pembelajaran dan kinerja
guru pada setiap sekoiah. Sebaitknya distribusi
guru yang tidak merata antara sekolah perkotaan
dan sekolah pedesaan, antara guru PNS dan non
PNS, dan antara guru bersertifikat pendidik
fguru profesional dengan guru yang belum
profesionalakan mengakibaikan tidak semua

peserta didil

pendidikan yang optimal,

mendonathan nelavanan
W e e

Berdasarkan hasil observasi di beberapa
sekolah dan  wawancara penulis dengan
beberapa guru, ternyata distribusi guru mata
pelajaran pada setiap sekolah pada hampir
semua kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera
Barat tidak merata. Artinya terjadi ketimpangan
raio antara jumlah peserta didik dengan
ketersediaan guru mata pelajaran, antara jumlah
guru dengan ketersediaan jam mengajar. Penulis
mencoba mengolah data tentang jumlah gury
berzertifikat pondidik & Kot Padene Dari data
distribusi guru pada seluruh SMA Negeri di
Kota Padang di Kota Padang didapatkan data
seperti pada tabael 1 di bawah ini -

Tabel 1

2

e
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Sebaran Guru yang Sudah dan Belum Bersertifikat
Pendidik
g l'ahun 2106

1 SMAN Kota Padan

N | SM | Sudah Belum | Jumi %
O | AN | Bersertifi | Bersertifi | ah
kat kat
Pendidik | Pendidik
% Yo
i i 18 A8 et & 8,13
8
2 7 57 | 5.8 5 0,4 62 6,04
5 8
3 3 61 | 59 |10 0,9 71 6,91
4 7
414 1550536 Tasl @ | 504
6 8
S| 5 [56]s4 1413 70 | 632
5 6
6 6 55/53 (10009 65 6,33
6 i
7 7 66 | 64 | 6 0,5 72 7.01
3 8
8 8 621601 4103 66 6,43
4 9
9 9 164162605 70 6,82
3 8
0 10 1B FaF ol | 6l 5,94
4 9
11 11 {24 | 23 |28 2,7 52 5,06
4 3
13 113 [53]51 ]9 08 | 62 6,04
6 8
141 14 148 | 46 [ 13| 1.2 ] 61 5,94
15115 | 523501 8 0,7 60 5,84
6 8
16 1 16 {45 | 43 | 15 1,4 60 5,84
8 6
Jumlah 8 | 84, | 15 15, 1 1027 | 100
P 9161181 39
Sumber: Pengolahan dari data Dikmenum

Dikbud Kota Padang, 2016.

Berdasarkan data dari tabel 1 di atas, dari
1027 orang guru yang mengajar di seluruh SMA
Negeri di Kota Padang, 869 orang (84,61%)

telah berseriifikai
(15,39%) belum

pendidik, dan 158 orang
bersertifikat

pendidik.
Kebanyakan guru yang belum bersertifikat
pendidik adalah guru honor atau gutu tidak tetap
(GTT). Sekolah yang paling banyak guru belum
berserifikat pendidik adalah di SMAN 12 Koia
Padane vaim lehih dari separch jmlah onm
yang mengajar di SMAN ini belum bersertifikat
pendidik. Jumlah guru yang yang bersertifikat
pendidik yang paling kecil jumlahnya adalah di
SMAN 10, yaitu hanya 2 orang saja. Kedua
orang gwrn ind ____

Konsekwensi sertifikasi atan perolehan
sertfikat  pendidik bagi owru  adalah
memperoleh pendapatan tambahan sebanyak |
kali gaji pokok, sesuai dengan undang-undang
no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal
16: (1) Pemerintah memberikan tunjangan
profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) kepada gum yang telah memiliki

gortfilat  pman i AL vane  dinanalat Alahk
oot Pona 3k

G yang  dianghat  oleh
penyelenggara pendidikan dan/atau satuan
pendidikan  yang diselenggarakan  oleh
masyarakat. 2) Tunjangan  profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setara dengan 1 (satu) kali gai pokok guru yang
diangkat oleh satuan pendidikan  yang
diselenggarakan  oleh  Pemerintah atau
pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja,
dan kualifikasi yang sama,

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan
beberapa orang guru, kepala sekolah dan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang,
ternyata tidak semua guru bersertifikat
pendidik dapat memenuhi Jam mengajar 24
Jam/minggu pada sekolah tempat para gury
tersebut bertugas. Jumlah jam mengajar para
guru bersertifikat pendidik sangat bervariasi,

ada yeng mengaiar 30 iam /mingpy, skan tetapi
banyak pula yang mengajar tidak mencapai 24
jam/minggu.  Bahkan ada yang hanya
mendapatkan 6 jam/minggu. Untuk memenuhi
jam mengajar 24 j am/minggu, para guru
bersertifikat pendidiktersebut terpaksa mencari
jam tambahan ke sekolah lain. Untuk jelasnya
sebaran pemenuhan jam mengajar  guru
bersertifikat pendidik di SMAN Kota Padang,
dapat ditabulasikan pada tabel 2 -

Tabel 2: Sebaran Pemenuyhan Jam Mengajar 24 Jam
Guru Bersertifikat Pendidik

di SMAN Kota Padang _

No | SM | Sudah Bersertifat Pendidik Ju
AN | Meng | % Meng | % | ml

%

ajar di ajar di ah
Sekola Sekola
h Asal h Lain
1|1 48 352 [ % 0, |55]s,
81 33
2 2 53 6,10 | 4 0, |37 |6,
46 56
3 3 36 644 | 5 0, {617
58 02
4 4 52 598 |3 0. 15516,
35 33
5 5 48 352 18 0, |36 |6,
92 44
6 [ 53 6,10 | 2 0, 155 |6,
23 33

(=5
(8]
[ o)

food
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[7 17 1% 4,49 [ 27 3, [66 [7.
11 59

5 |8 56 57 ) 1% i, {6z [ 7,
38 13

9 |9 |32 598 | 12 1, |64 |7,
38 36

10 [10 |42 483 [ 17 1, |39 e,
9% 79

11 [11 |21 241 |3 0, [24 |2,
35 7o

12 12 [a6 529 |11 1, [57 |6,
27 56

13 [13 [so0 575 |3 0, |53 [,
35 10

14 114 [37 426 | 11 1L, [48 3,
27 52

15 |15 |40 6,60 | 12 1, {525,
38 93

16 [16 |44 506 |1 0, |45 |3,
11 18

Ju 118411138 [15 (86 10
mli 2 S 19 |g

|ah 8

Sumber: Pengolahan dan data Dikmenum
Dikbud Kota Padang, 2016.

Berdasarkan penyebaran data pada tabel 2
diatas, temyata dari 869 orang guru bersertifikat
pendidik, 731 (84,12%) orang guru  bisa
memenuhi jam mengajar 24 Jam/minggu di
sekolah masing-masing, Sedangkan 138 orang
(15,88%) guru bersertifikat pendidik tidak dapat
memenuhi jam mengajar 24 Jam/minggu. Untuk
memenuhi jam mengajar tersebut para guru
bersertifikat pendidik menambah jam mengajar
pads  gokolsh

lain  vane

bervariasi, bahkan ada yang mencapai jarak 30
km dari sekolah asal guru tersebut bertugas.
Sekolah temapat penambahan jam mengajar
tersebut ada yang mencapai 2 dan 3 sekolah

pada jarak dan lokasi yang berbeda.

Kondisi  seperti ini sangat berdampak
terhadap kinerja guru dalam melakukan tugas
profesionalnya sebagai pendidik. Sesuai dengan
Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru
dan dosen: Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan,  guru berkewajiban: a
moicncanakan  pombdajanan,  molalsanckan
proses pembelajaran yang bermutu, serta
menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b.  meningkatkan dan mengembangkan
kualifikasi akademik dan kompetensi secara
berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni:

Merencanakan pembelajaran  bermakna
bahwa setiap guru profesional wajib membuat
perangkat pembelajaran yang terdiri  dari
silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), bahan ajar, mater ajar, media

pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran.
Selain itu guru haru selaly meningkatkan kulitas
dan penguasaan mater; yang lebih baru dan
lebih kontekstual. Akan tetapi, bagi para guru
profesional  yang Iebih mengutatamakan
penggunaan waktunya untuk memenuhi jam
mengajar 24 Jam/minggu dengan menanmbah
Jjam mengajar pada beberapa sekolah lain, tidak
peaya wakts lagt unealr meningkathon Loalitae
pembelajaran, sehingga berdampak negatif
terhadap hasil belajar siswa,

Kondisi seperti yang penulis paparkan
diatas, tidak hanya terjadi di SMA Negeri Kota
Padang saja, akan tetapi pada hampir seluryh
Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat,
Bahkan di Provinsi lain yang ada di Republik
Indonesia ini.

Selain itu, ada gejala penumpukan guru
untuk beberapa mata pelajaran, misalnya mata
pelajaran  Geografi. Pada saty sekolah yang
terdiri dari 27 Rombel, tersedia Jam mengajar 65
Janwiminggu sedangkan 8utu geogiall yang
profesional pada sekolah tersebut berjumlah 4
orang. Mata pelajaran Ekonomi, jam pelajaran
yang tersedia adalah 65 Jam/minggu, guru
profesional 5 orang. Mata pelajaran sejarah 60
Jam/minggu guru profesional yang tersedia 5
orang. Kalav iam mengajar ini dibagi rata, maka
setiap guru hanya dapat 14 — 17 Jam/minggu. Di
sisi lain, ada mata pelajaran yang jumlah
Jam/minggunya cukup banyak, akan tetapi
jumlah guru yang tersedia sangat tebatas.
Kondisi seperti ini yang sangat memicu guru
yang  kekurangan jam mengajar  harus
menambah jam mengajamya ke sekolah-
sekolah lain, yang disebabkan oleh tidak
meratanya distribusi guru bersertifikat pendidik
pada masing-masing mata pelajaran di sekolah
sehingga ada sekolah yang kelebihan guru dan
ada yang kekurangan guru,

2.2. Upaya Meningkatkan Kinerja Guru

Bersertifikat pendidilk.

Banyak upaya yang dapat dirancang dan
dlaksanakan untuk meningkatkan kinerja para guru
bersertifikat pendidik dalam rangka menigkatkan
kualitas nembelaiaran, diantara:

221. Pemetaan Guru Bersertifikat Pendidik.
Penyebaran guru yang tidak merata disebabkan
oleh ketidak seimbangan antara jumlah guru yang
tersedia dengan yang dibutuhkan pada setiap satuan
pendidikan pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di
Indopesia Pemetaan ini sanaat dinerlnkan ol
mendapatkan data yang benar, realistik, dan rinci
Proses pemetaan dapat dilakukan dengan memanfaat
data dari citra penginderaan jauh unfuk mendas
lokasi dan penyebaran sekolsh secara spasial

Sedangkan data jumlsh dan penyebaran gwru mata
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pelajaran dapat dilakukan dengan menghimpun data
sekunder dari Kantor Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan pada setiap Kabupaten/Kota dan surve;
lapangan,

222, Redistribusi Guru
Pendidik,

Redistribusi  guru  bersertifikat pendidik
bermakna penatosn ulang terhodan penyebaran curn
yang telah bersertifikat pendidik agar tidak terjadi
lagi  penumpukan guru  bersertifikat pendidik
masing-masing mata pelajaran pada setiap satuan
pendidikan. Redistribusi dilakukan dengan mengacu
kepada hasil pemetaan guruyang harus dilaksanakan
sebelumnya.

Redistribusi ni tentunya harus
mempertimbangan ratio guru bersertifikat pendidik
dan guru yang belum bersertifikat pendidik dengan
jumlah peserta didik ataupun rombel yang tersedia.
Untuk sementara, redistribusi ini akan berdampak
terjadinya pemindahan tempat mengajar guru secara
peifliaiicn yaug fiau tdak mau ahan memberihag
efek sosial dan ekonomi bagi guru tersebut. Karena
itu diperlukan sosialisasi dan pemahaman bagi para
guru terdampak bagaimana pentingnya redistribusi
ini untuk meningkatkan kinerja guru dan kualitas
pembelajaran. Redistribusi guru in diperlukan imtuk
memenuhi kebutuhan guru Sesuai dengan tuntutan
Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen: Pasal 24: (1). Pemerintah wajib memenuhi
kebutuhan guru, baik dalam Jumlah, kualifikasi
kademik, maupun dalam kompetensi secara merata
untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk
menjamin keberiangsungan pendidikan dasar dan
menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
(2). Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan
guru, batk dalam jumlah, kualifikasi akademik,
maupun dalam kompetensi secara merata untuk
menjamin keberlangsungan pendidikan menengah
dan pendidiken khyuong cocnai dengon kevenangan
(3). Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi
kebutuhan guru, baik dalam j umiah, kualifikasi
akademik, maupun dalam kompetensi secara merata
untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar
dan pendidikan anak usia dini Jalur pendidikan
formal sesuai dengan kewenangan. Dengan
demikian, ketentuan ini memberikan aturan yang
sangat tegas dan sangat jelas tentang pemenuhan
jumlah guru yang dibutuhkan pada setiap sekolah.
Bila guru sudah terdistribusi dengan baik, maka guru
bersertifakat pendidik tidak per lagi mencari
tambahan jam mengajar ke sekolah lain, guru akan
dapai borkoasenizasi monunaikan tugas mondidik
dengan baik. Selain itu para guru ini dapat
mempersiapkan perangkat pembelajaran  dengan
baik, membuat media pembelajaran dan mendalami
maten  dalam  mengembangkan kompetensi
profesionalnya.

Bersertifikat

2.23  Pembobotan Beban kerja Guru
Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru
dan dosen: Pasal 35 menyatakan bahwa: (1) Beban
kefja guru mencakup kegiatan pokok yaitu
merencanakan pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran,  menilai  hasil pembelajaran,
membimbing dan melatih peserta didik, serta

1.1, ) . Sl g | P2 ¥
el nlmnan ., anc Fnsalbel ., £y Ay 1o 333
HiGiassananan uges tambahan. {2) Beban kerja g

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah
sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap
muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh)
Jjam tatap muka dalam ] (satu) minggu.

Berdasarkan aturan di atas, dapat diketahui
bahwa pemerintah terlalu kaku dalam menetapkan
beban kerja guru yang hanya memperhitungkan 24 -
40 jam tatap muka, tanpa memperhitungkan tugas
lain yang juga membenani guru dalam menjalani
tugas kependidikannya, diantaranya menjadi guru
kelas meniadi nara cumher pada kegiatan kelomnok
guru seperti MGMP/KKG, melakukan penelitian
tindakan kelas (PTK), melakukan program lesson
study, membina kegiatas ekstra kurikuler seperti
pramuka, memberikan remedial bagi peserta didik
yang belum mencapai KKM, dan pengayaan bagi
peserta didik yang tergoiong cepat. Padahai kegiatan
ini adalah kegjatan yang menjadi beban kerja bagi
guru dan sangat berkontribusi dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran.

Secara defacto tugas-tugas tersebut telah diakui
oleh pemerintah sebagai beban kerja guru, akan
tetapi secara dejure belum mendapat pengakuan. Hal
ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17tahun 2016
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan
Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru
Pegawai MNegeri Sipil Daosrch: bagi guru yang
melaksanakan Kurikulum 2013 pada semester
pertama menjadi Kurikulum Tahun 2006 pada
semester kedua tahun pelajaran 2014/2015. Dalam
hal terdapat guru mata pelajaran tertentu di
SMP/SMA/SMK  tersebut tidak dapat memenuhi
beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam
tatap muka per minggu, pemenuhan beban mengajar
dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan
pembelajaran/pembimbingan

Dari kutipan di atas, dapat diketahui dengan
Jelas telah pengakuan beban kerja tersebut bagi
gury, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak menjadi
petinibaigan oleh pemeniian agar menjadi veban
kerja pula bagi guru yang telah bersertifikat
pendidik,pada halkondisi ini disebabkan oleh karena
sekolah/satuan  pendidikan  tidak mampu
menyediakan jam mengajar karena jumlah rombel
yang tidak memadai. Sebagai fortofolia dari beban
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kerja guru harus membuat laporan kinerja harian,
dan kepala sekolah dan pengawas harus melalkukan
sehingga dapat diajadikan sebagai bahan penilain
kinerja guru

3. KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan data yang dihimpun dan

di tabulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Padang tahun 2016 dapat dimpulkan:

3.1.1. 84.61% guru telah bersertifikat pendidik,
dan 15,39% belum bersertifikat pendidik

3.12. 84,12% guru bersertifikat pendidik
mengajar di sekolah sendiri. 1588 %
O s soees deermadl L F Tl o K S
rireiavas JALL LRIV QUIRIE R DWRUIAIE Q.

3.13. Upaya untuk meningkatkan kinetja guru
adala melalui :

3.1.3.1. Pemetaan distrubusi guru mata pelajaran
dan guru bersertifikat pendidik

3.1.3.2. Pedistribusi guru mata pelajaran dan guru
bersertifikat pendidik

3.1.3.3. pembobotan dan ekuivalensi beban kerja
guru bagi seluruh guru bersertifikat
pendidik, terutama beban kerja dalam
meningkatkan  kualitas pembelajaran,
kompetensi guru dan peserta didik

3.2 Saran,

3.21.  Perlunya pemetaan distribusi guru mata
pelajaran pada seitap sekolah di seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia

3.22.  Perlunya redistribusi gury mata pelajaran
dan gurn bersertifikat nendidik

3.23. Perlunya pembobotan dan ekuivalensi
beban kerja guru bagi seluruh gurn
bersertifikat pendidik, terutama beban kerja

dalam meningkatkan kualitas
pembelajaran, kompetensi guru dan peserta
didik
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